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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR  7 TAHUN 2014 

 

TENTANG  

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN BLORA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLORA, 

Menimbang  : a. bahwa untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang 

tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan 

roda pemerintahan dan kegiatan masyarakat dapat 

berjalan dengan lancar dan aman, diperlukan adanya 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

b. bahwa dengan dibentuknya Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 

dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sehingga perlu diganti;  

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 20 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja, perlu membentuk kembali Peraturan 

Daerah tentang Organisasi  dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a, huruf b dan huruf c diatas, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Blora; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4741);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 5094); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 590); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora  

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora  Tahun 2008 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora  

Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN 

BLORA. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora. 

6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan 

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan 

teratur. 

7. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. 
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8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil 

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau 

ketrampilan serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

BAB  II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Blora. 

 

 

BAB  III 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok  

 

Pasal 3 

 

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.   

 

Pasal 4 

 

(1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas 

pada Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.   

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 5 

 

 (1)  Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Subbagian Program ; 

2. Subbagian Keuangan ; 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; 
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c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan : 

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 

membawahkan: 

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Kerjasama. 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : 

1. Seksi Satuan Linmas; dan 

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 

f.    Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Satuan. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf c, huruf d dan 

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. 

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris. 

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf c, huruf d dan huruf 

e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang.  

(6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 

kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. 

(7) Bagan organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IV 

ESELON  

  

Pasal 6 

 

(1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 

adalah Jabatan Struktural dengan eselon II/b.  

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) dan ayat (3), adalah Jabatan Struktural dengan eselon III/b.  

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.  
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BAB V 

TATA KERJA 

 

Pasal 7 

 

Setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional dalam melaksanakan 

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga 

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi  baik secara vertikal maupun  horizontal. 

 

Pasal 9 

 

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, 

membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 10 

 

Setiap unsur pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta 

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

 

Pasal 11 

 

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun 

setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 12 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat 

berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15), tetap menduduki 

jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan 

Peraturan Daerah ini. 
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BAB VII 

 KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora.  

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 28 Nopember 2014 

BUPATI  BLORA, 

Cap ttd 

DJOKO NUGROHO 

 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 28 Nopember 2014 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN BLORA TAHUN 2014  NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI        JAWA 

TENGAH : (247/2014) 

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 
NIP. 19610103 198608 1 001 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA 

KEPALA DINAS KEHUTANAN, 
 
           Cap ttd 
 

SUTIKNO SLAMET 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

      NOMOR  7  TAHUN  2014 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN BLORA 

 

I. UMUM 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika 

kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan 

otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum 

daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan yang mendasar 

bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. 

 Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk 

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur 

sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan 

lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. 

Oleh karena itu di samping menegakkan Peraturan daerah, Satpol PP 

juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah 

lainnya yaitu Peraturan Bupati.  Untuk mengoptimalkan kinerja 

Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah 

yang tentram, tertib dan teratur, perlu dibangun kelembagaan Satpol 

PP yang tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah 

penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang 

diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan Polisi Pamong 

Praja. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

 Cukup jelas. 

Pasal 2  

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

        Yang dimaksud dengan “ melalui “ adalah bahwa  Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja bukan berarti merupakan bawahan 

Sekretaris Daerah, namun secara struktural Kepala Satuan 

berada langsung dibawah Bupati secara administratif melalui 

Sekretaris Daerah. 
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Pasal 4 

  Ayat (1) 

Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari 

fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dengan demikian fungsi perlindungan 

masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satpol PP. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup  jelas 

Pasal 6 

Cukup  jelas 

Pasal 7  

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

- Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta 

para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan 

lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar 

strata pemerintah. 

- Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan 

fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan 

secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. 

- Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi 

dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan 

norma, prinsip dan standar yang berlaku. 

- Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah 

penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab organisasi perangkat daerah yang efektif, rasional 

dan proporsional. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup  jelas 

Pasal 11 

Cukup  jelas 

Pasal 12 

  Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Cukup  jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 
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  LAMPIRAN     : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
                           NOMOR  7   TAHUN 2014        

                             
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI BLORA, 
 

Cap ttd 
 

DJOKO NUGROHO 

 

BAGAN ORGANISASI   
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA 

 

 

SEKRETARIAT  

 

SUBBAGIAN  
PROGRAM 

 

SUBBAGIAN  
KEUANGAN 

 

SUBBAGIAN  
UMUM 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

    

    

    

    

 

 
KEPALA SATUAN 

SEKSI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN 

DAN PENYULUHAN 
 

 
 

SEKSI 
 PENYELIDIKAN DAN 

PENYIDIKAN 

 

BIDANG  
PENEGAKAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH 
 

SEKSI  
OPERASI DAN PENGENDALIAN 

 
 
 

SEKSI 
 KERJASAMA 

 

BIDANG  
KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTRAMAN 
 

SEKSI  
SATUAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 
 

 
 

SEKSI 
 BINA POTENSI MASYARAKAT 

 

BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
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